BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR 55 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
Di KABUPATEN KOLAKA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2018

KOLAKA TIMUR
2017




BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR 5% TAHUN 2017

TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
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TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

!  Menimbang : a bahwa  berdasarkan  Pasal 12 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah
diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa

P ———

Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara, bupati menetapkan rincian Dana

4 Desa untuk sctiap Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara  Pembagian dan

Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa
di Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2018;
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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang
Pembentukan  Kabupaten Kolaka Timur Provinsi

Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 23); Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa{Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ({Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan
Peratyran Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 57 17);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan  Belanja  Negara  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2016 (Lembaran Negara  Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Presiden Nomor [07 Tahun 2017
tentang Rincian  Anggaran  Pendapatan  dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran
Ncgar:a Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
S50/PMK.07 /2017 tentang Pengelolaan Transfer ke
Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik
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Menetapkan

10.

/s

Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);

Peraturan Menten Keuangan Nomor
199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian
Dana Desa Setiap Kabuten/Kota dan Perhitungan
Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
226/ PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana
Desa Menurut Kabuten/Kota Tahun Anggaran 2018
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1991);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2093y,

Peraturan Dacrahh Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21
tahun 2017 tentang Anggaran, Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2018

(Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2017
Nomor 51).

MEMUSTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN
ANGGARAN 2018

BAB I
+ KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur,
2 Bupati adaleh Bupati Kolaka Timur.
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Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja
kecamatan. +

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama
lain, selanjuinya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat

hukum yang = memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal
usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama
lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa;

Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri
Dalam Negert.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya
disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan

Pemerintahan Desa.

BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kolaka Timur Tahun
Anggaran 2018 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

a,
b.

C

Alokasi Dasar;
Alokasi Afirmasi; dan

Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf

a, dihitung berdgesarikan alokasi dasar per kabupaten dibag jumlah deam
sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden tentang

¢
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Pran Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran
hpatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

_ Pasal 4

'Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
thuruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal
'yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berbeda pada
i kelompok desa pada desil ke-8 (delapan), ke-9 (sembilan) dan ke-10
r (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat
| Jenderal Perimbangan Keuangan.

Alokasi Afirmasi per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

AA per Desa = AAxab/kota / {2 * DST) + (1 * DT}

Keterangan:

it

AA per Desa Alokasi Afirmasi per Desa

Mab/kom = Alokasi Afirmasi Kab/Kota Dalam

- Lampiran Perpres mengenai Rincian

| APBN TA 2018

- DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki
jumlah penduduk miskin tinggi

DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah
pe.nduduk miskin tinggi

3] Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah
penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi

- per Desa.

;1] Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki
jumilah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (duaj kali Alokasi
Afirmasi per Desa. J

) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan Jumilah Penduduk

Miskin Tinggi adalah Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang

ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Pasal S5

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf ¢, dihitung
berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan
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s kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang
nang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan
rintahan di bidang statistik.

Pasal 6
hitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada
al 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:
sa = {(0,10 * Z1) +{0,50 * Z2) +(0,15 * Z3)+ (0,25 * Z4)} * AF Kab/Kota

Desa = Alokasi Formula setiap Desa

= rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total
penduduk Desa Kabupaten Kolaka Timur.

= rasio jumiah penduduk miskin setiap Desa terhadap total
penduduk miskin Desa Kolaka Timur.

I§

rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas
wilayah Desa Kolaka Timur.

: rasio IKG s;:tiap Desa terhadap IKG Desa Kolaka Timur.
IF Kab/Kota = Alokasi Formula Kolaka Timur.

¢ disusun dan ditetapkan oleh bupati Kolaka Timur berdasarkan data dari
kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan

urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8
Penetapan Rincian Dana D.csa untuk setiap Desa di Kabupaten Kolaka Timur
Tahun Anggaran. 2018 scbagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang
- merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kolaka Timur ini.

BAB III
PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9
(1} Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari
Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD).

£



Pemyaiuran Dana. Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

sccara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :

. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga
bulan Maret sebesar 20% (dua puluh persen);

. tahap II paling cepat bixlan Maret dan paling lambat minggu keempat
bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen)dan

c. tahap Il paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).

Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas
Desa dilakukan paling lambat 7 {tujuh) hari kerja setelah Dana Desa
diterima di Rekening Kas Umum Daerah

Pasal 10

Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagai mana dimaksud

pada pasal 9 dilaksamakan oleh bupaty;

Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagai di maksud pada ayat

(1) dilaksan;lkan setelah bupati menerima dokumen persyaratan

penyaluran dengan ketentuan sebagai berikut:

a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa;

b. Tahp Il berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output
Dana Desa tahun anggran sebelumnya dari Kepala Desa;dan

¢. tahap Il berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian oufput

Dana Desa sampai dengan tahap Il dari Kepala Desa,

Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap II
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢, menunjukkan rata-rata
realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima
persen) dan ratarata capaian output menunjukkan paling kurang
sebesar 50% (lima puluh persen).

Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat {2) buruf b dan huruf
¢ dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari
seluruh kegiatan.

Penyusunan lapora;l realisast penyerapan dan capaian output
sebagaimana dimaksud pada ayat {2) dilakukan sestai dengan tabel
refierensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume
output, cara pengadaan, dan capaian output.

Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa dapat

' 3



‘memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan

yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

Dana Desa

BAR IV
PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 11

diprioritaskan  untuk  membiayai pembangunan

dan pemberdayaan masyarakat sesuai prioritas yang ditetapkan

- Menteri Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi yang meliputi antara lain :
L Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemehharaan

sarana prasarana Desa.

1) Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial
Dasar pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan
masyarakat, antara lain:

a) pembangunan dan/atau perbaikan rumah schat
untuk fakir miskin;

b) penerangan lingkungan pemukiman;

c)' pedestrian,

d) Drainase;

¢) selokan;

fy tempat pembuangan sampah;

g) gerobak sampabh;

h) kendaraan pengangkut sampah;

i)  mesin pengolah sampah; dan

j)  sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya
sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan
dalam musyawarah Desa.

2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan

pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:

a)

b)

tambatan perahu,;
jaelan pemukiman;
jalan poros Desa;

jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;

ik
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9)

b
f) jembatan Desa;

g} gorong-gorong;

h) terminal Desa; dan

1) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai
dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam
musyawarah Desa.

Pengadaan; pembangunan, pengembangan dan

pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:
L]

. a pembangkit listrik tenaga mikrohidro;

b) pembangkit listrik tenaga diesel;

¢ pembangkit listrik tenaga matahari;

d) instalasi biogas;

€) Jjaringan distribusi tenaga listrik; dan

fy sarana prasarana energi lainnya yang sesuai sesuai
dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam
musyawarah Desa.

Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan

sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara

lain:

a) jaringan internet untuk warga Desas;

b) website Desa;

c) peralatan pengeras suara {loudspeaker});

d) telepon umum;

e) radio'Single Side Band (SSB); dan

f) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai
dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam

musyawarah Desa.

b. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial

Dasar.

1)

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan
pemc].iharaan'sarana prasarana kesehatan, antara lain:

a) air bersih berskala Desa;

b) sanitasi lingkungan;

¢ jambanisasi;

d) mandi, cuci, kakus (MCK);

¢l mobil/ kapal motor untuk ambulance Desa;

f) alat bantu penyandang disabilitas;



2)

10

g  panti rehabilitasi penyandang disabilitas;

h)  balai pengobatan;

ij  posyandu;

i)  poskesdes/ polindes;

k}  posbinduy;

D reagen rapid tes kid untuk menguji sampel-sampel
makanan; dan

m) sarana prasarana keschatan lainnya yang sesuai
dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam
musyawarah Desa.

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan

pemeliharaan  sarana  prasarana pendidikan dan

kebudayaan antara lain:

a) taman bacaan masyarakat;

b) bangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

¢} buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD) lainnya;

d) wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD);

¢} taman belajar keagamaan;

fj bangunan perpustakaan Desa;

g) buku/bahan bacaan;

h} balai pelatihan/ kegiatan belajar masyarakat;

j sanggar seni;

j  film dokumenter;

k)] peralatan kesenian; dan

} sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya
yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan

dalam musyawarah Desa.

c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan

sarana prasarana usaha ekonomi Desa.

1)

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan
pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian
untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala
produktif y.ang difokuskan kepada pembentukan dan
pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk
unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
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al bendungan berskala kecil;

b) pembangunan atau perbaikan embung;

c) irigasi Desa;

d} percetakan lahan pertanian;

¢ kolam ikan;

f) kapal penangkap ikan;

g tempat pendaratan kapal penangkap ikan;

h) tambak garam;

i) kandang ternak;

jJ} mesin pakan ternak;

kI gudang penyimpanan sarana produksi pertanian
(saprotan); dan

]  sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang
sesual dengan kewenangan desa dan diputuskan
dalamn musyawarah Desa.

Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan
sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk
ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan
kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan
desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan,
antara lain:

a) pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur
gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat
penjemuran ikan;

b lumbung Desa;

c) gudang pendingin {cold storage}, dan

d} sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian
lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan
diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan

sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang

difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan
produk unggulan desa dan/atau produk unggulan
kawasan perdesaan, antara lain:

a) mesin jahit;

b) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
¢ mesin bubut untuk mebeler; dan
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d) sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya
yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan
dalam musyawarah Desa.

Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan

siarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada

pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa
dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara
lain

a) pasar Desa;

b} pasar sayur;

¢) pasar hewan;

d) tempat pelelangan ikan;

e} toko online;

fy gudang barang; dan

g) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai
dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam
musyawarah Desa.

Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan

sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:

a) pondok wisata;

b} panggung hiburan;

(‘:) kios cenderamata;

d) kios warung makan;

e} wahana permainan anak;

=

wahana permainan outbound;

g) taman rekreasi;

h) tempat penjualan tiket;

i} rumah penginapan;

j)  angkutan wisata; dan

k) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang
sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan
dalam musyawarah Desa.

Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan

sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk

kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan

dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau

produk unggulan kawasan perdesaan. antara lain:
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a) penggilingan padi;

b} peraut kelapa;

c¢) penepung biji-bijian;

d pencacah pakan ternak:

e) sangrai kopi;

f) pemotong/pengiris buah dan sayuran;

g) pompa air;

h) traktor mini; dan

i) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan
kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah
Desa.

d. Pengadean, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan
sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara
lain:

1) pembuatan te:lasering;

2) kolam untuk mate air;

3} plesengan sungai;

4) pencegahan abrasi pantai; dan

5) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup
lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan
diputuskan dalam musyawarah Desa.

e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan
sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam
dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:

1) pembangL;nan jalan evakuasi dalam bencana gunung
berap;;

2) pembangunan gedung pengungsian;

3} pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana
alam;

4) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang
terkena bencana alam; dan

5) sarana prasa..rana untuk penanggulangan bencana yang

lainnya sesuai dengan Kewenangan desa dan diputuskan

dalam musyawarah Desa.
II. Kegatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
~a. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial

Dasar %
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1) pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat,

antara lain 3

a) penyediaan air bersih;

b) pelayanan keschatan lingkungan;

¢ kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah
penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual,
HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus
dan gangguan jiwa;

d) bantuan insentif untuk kader keschatan masyarakat;

el pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan
schat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak
sekolah; '

fy kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan
pengasuhan anak dan perlindungan Anak;

g) pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;

h) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk
ibu hamil, nifas dan menyusuj;

i} pengobatan untuk lansia;

j}  keluarga bcr'encana;

k} pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang
disabilitas;

) pelatihan kader kesehatan masyarakat;

m) pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan
anak dan perlindungan Ansak;

n) pelatihan pangan yang sechat dan aman;

o) pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan
aman; dan

p  kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan
rnasyara:kat Desa lainnya yang sesual dengan
kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah
Desa.

2) pengelolaan  kegiatan pelayanan pendidikan dan

kebudayaan antara lain:

ga) bantuan insentif guru PAUD;

b bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;

¢ penyelenggaraan pelatihan kerja;

d) penyelengaraan kursus seni budaya;
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¢) » bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
fy pelatihan pembuatan fiim dokumenter; dan
kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan
lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan
diputuskan dalam musyawarah Desa.
b. Pengelolaan sarana.dan prasarana lingkungan berdasarkan
kemampuan teknis dan sumber daya iokal yang tersedia
1) Pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
'a) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
b) pengelolaan sarana pengoiahan air limbah; dan
¢) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang
sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan
dalam musyawarah Desa.
2) Pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
a) pengelolaan terminal Desa;
b) pengelelaan tambatan perahu; dan
¢) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan
" kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah
Desa.
3) pengembangan energi terbarukan, antara lain:
a) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
b) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
d  pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
d) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
e) Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai
dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam
musyawarah Desa,
4) pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
a) sistem informasi Desa;
b} koran Desa;
¢ website Desa;
d radio komunitas; dan
¢) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang
sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan
" dalam musyawarah Desa.

c. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana
dan prasarana ekonomi, ‘&
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pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan

pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada

pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa

dan/atau proéiuk unggulan kawasan perdesaan, antara

lain: ,

a) pembibitan tanaman pangan;

b} pembibitan tanaman keras;

¢ pengadaan pupuk;

d) pembenihan ikan air tawar;

e} pengelolaan usaha hutan Desa;

f) pengelolaan usaha hutan sosial;

g pengadaan bibit/induk ternak;

h) inseminasi buatan;

)  pengadaan pakan ternak; dan

j) sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya
yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan
dalam musyawarah Desa.

pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk

ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan

kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan

desa danfatau produk unggulan kawasan perdesaan,

antara lain:

8) tepung tapioka;

b) kcmbuk;

¢ kenpik jamur;

dj keripik jagung;

¢) ikan asin; .
fy abon sapi;

g) susu sapi;

h)  kopi;

j coklat;

j) karet; dan

kK pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai
dengan kewenangan desa -dan diputuskan dalam
musyawarah Desa.

pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan
kepada pemhpntukan dan pengembangan produk unggulan
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desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan,

antara lain:

a) meubelair kayu dan rotan,

b) alat-alat rumah tangga,

¢} pakaian jadi/konveksi

d) kerajinan tangan;

€) kain tenun;

f)  kain batik;

g)  bengkel kendaraan bermotor;
h} pedagang di pasar; i

) pedagang pengepul; dan

i)

pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang
sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan

dalam musyawarah Desa.

pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau

BUMDesa Bersama, antara lain;

a)
b)

d)

pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama,
penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa
Bersama; dan

penguatan permodalan BUMDesa dan/atau BUMDesa
Bersama.

kegiatan  pengembangan BUMDesa  dan/atau
BUMDesa Bersama lainnya yang sesual dengan
kewer.langan desa dan diputuskan dalam musyawarah

Desa.

pengembangan usaha BUMDesa. dan/atau BUMDesa

Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan

pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk

unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

pengelolaan hutan Desa,;

pengelolaan hutan Adat;

industri air minum;

industri pariwisata Desa;

industri pengolshan ikan; dan

produk unggulan lainnya yang sesuai dengan

kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah

Desa. ‘g
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pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa

Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha

layanan jasa, antara lain:

a) pembangunan dan penyewaan sarana prasarana
olahraga;

b) pengadaan dan penyewaan alat transportasi;

¢ pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan

d pengadaan atau pembangunan sarana prasarana
lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan
diputuskan dalam musyawarah Desa.

pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi

masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada

pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa

dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara

lain:

al hutan kemasyarakatan;

bj hutan tanaman rakyat;

¢  kemitraan kehutanan;

d) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;

¢) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran
untuk usaha ekonomi masyarakat; dan

f) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi
lainnya yang sesuai dengan keéwenangan desa dan
diputuskan dalam musyawarah Desa.

pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

(TTG) untuk kemajuan ekonomil yang difokuskan kepada

pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa

dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara

lain; $

a} sosialisast TTG;

bi pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes)
dan/atau antar Desa

¢) percontohan TTG untuk produksi pertanian,
pcngembangan sumber energi perDesaan,
pengembangan sarana transportasi dan komunikasi

serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan

6
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d) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang
sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan
dalam musyawarah Desa.

pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMDesa

dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada

pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa
dan/atau pr(;duk unggulan kawasan perdcsaan, antara
lain:

a) penyediaan informasi harga/ pasar;

b) pameran hasil usaha BUMDesa, usaha ekonomi
masyarakat dan/atau koperasi;

¢ kerjasama perdagangan antar Desa;

d) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan

¢) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan
kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah

Desa.

d. penguatan kcs‘iapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi

bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:

1)
2

3)

4)

1)
2)
3)
4)
S)
6)
7

penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi
bencana alam;

pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana
alam; dan -

penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai
dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam

musyawarah Desa.

pelestarian lingkungan hidup antara lain:

pembibitan pohon langka;
reboisasi;

rehabilitasi lahan gambut;
pembersihan daerah aliran sungai;
pemeliharaan hutan bakau;

perlindungan terumbu karang; dan
kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan

diputuskan dalam musyawarah Desa.

'f  Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola
Desa yang ‘demokratis dan berkeadilan sosial {
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Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan

pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola

oleh Desa, antara lain:

a) pengembangan sistemn informasi Desa;

b} pengembangan pusat kemasyarakatan atau balai
. rakyat; dan

¢) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa

dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

. Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan

Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan

sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di

Desa, antara lain:

a) penyusunan arah pengembangan Desa;

b} penyusunan rancangan program/kegiatan
pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan

¢) kegiatan lainnya yang sesuai dengan keWenangan desa
dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan

prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:

a) pendataan potensi dan aset Desa;

bl penyusunan profil Desa/data Desas

¢) penyusunan peta aset Desa; dan

d). kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa
dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak

kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas,

perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:

g) sosialisasi penggunaan dana Desa,;

b} penyelenggaraan musyawarah kelompok  warga
miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan
kelompok marginal;

¢ penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga
disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
dan

d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa

dan diputuskan dalam musyawarah Desé.

. k
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Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas
dalamn pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat Desa, antara lain:

d) pengembangan sistemn administrasi keuangan dan aset
Desa berbasis data digital,

b) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang
terbuka untuk publik;

¢ pengembangan sistem informasi Desa; dan

d) kcgia;tan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa

. dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

mendorong partisipast masyarakat dalam penyusunan

kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa,
antara lan:

a) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa
perihal hal- hal strategis yang akan dibahas dalam
musyawarah Desa;

b) penyelenggaraan musyawarah Desa; dan

¢ kegiatan lainnyayang sesuai dengan kewenangan desa
dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui

pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan
masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa.
menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas
sumber daya manusia masyarakat Desa untuk
pengembangan Lumbung Ekonomi Desa yang difokuskan
kepada pembentukan dan pengemoangan produk unggulan -
desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan,
antara lain :

a) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan,
industri kecil dan perdagangan;

b) pelatihan teknologi tepat guna;

¢)- pelatihan Kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa
sesual kondisi Desa; dan

d) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk
mendukung pembentukan dan pengembangan produk
unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan

:



perdesaan yang sesuai dengan kewenangan desa dan
diputuskan dalam musyawarah Desa.

9 melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang
dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara
lain:

a) pemantauan berbasis komunitas;

b) audit berbasis komunitas;

¢) pengembangan unit pengaduan di Desa;

d) pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa
untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh
Desa;

el pengembangan kapasitas paralegal Desa;

f) penyelenggaraan musyawarah Desa untuk

" pertanggungjawaban dan  serah  terima  hasil
pembangunan Desa; dan

g) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa
dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak

termasuk dalam prioritas® penggunaan Dana Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dengan syarat kegiatan-kegiatan yang dipilih
harus;

a tercantum dalam Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan
Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala
Desa;

b. tercantum dalam Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan
Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala
Desa; dan

c. termasuk dalam lingkup urusan pembangunan Desa dan

pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 12
Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada
pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati mengenai kegiatan yang
dibiayai dari Dana Desa.
Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan
dilalcukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan

A
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baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga
kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 13
Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan

Dana Desa.

BAB V
PELAPORAN DANA DESA

Pasal 14
Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian
output Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada bupati.
Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} terdiri atas:
a. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun
anggaran sebelumnya; dan
b. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai
dengan tahap IL
Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun
anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai
dengan tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2} huruf b
disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas waktu
penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat
{4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian output
kepada bupati.

BAB VI
SANKSI

Pasal 14

Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal:

®. bupat belum menerimea dokumen sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 Ayat (2); h




. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya
Jebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau

terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional Daerah.
enundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap Il tahun
anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran
sebelumnya. :

Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih
‘besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap 1],
penyaluran Dana Desa tahap 1I tidak dilakukan.

Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran
berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih
lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang
ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2} tidak dapat disalurkan
dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA
Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4}
tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf ¢
disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal
terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau
penggunaan Dana Desa.

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan
kepada bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA
Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan

penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 15

1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :

| a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima,;

b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari
atau sama dengan 30% (tiga puluh peresen); dan

¢ terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.



Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf ¢ berlangsung sampai dengan
berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke
RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik
dan Dana Desa.

Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan
mengenai Dana Desa ‘yang ditunda penyalurannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun
anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan
APBDesa tahun anggaran berikutnya.

Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun langgaran
berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
| Dalarmn hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum
minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan, bupati
menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I yang
belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA
Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga
bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 16

Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal
setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa
sebagaimana dimaksud ‘dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat
sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).

Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
{1} dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran
DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB Vi1
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17
; turan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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I setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
ti/Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah
jpaten Kolaka Timur,

Ditetapkan di Tirawuta
pada tanggs {;.2& Desember 2017

——

undangkan di Tirawuta
da tanggal g Desember 2017
_SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

BAMSUL BAHRI MADJID, SH.; MH,

"RITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 5.5~
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BUPATI KOLAKA TIMUR
: G5 TAHUN 2017,
: % DESEMBER 2017
: TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2018

PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN PENYALURAN
DANA DESA SETIAP DESA UNTUK TAHAP I{20%) TAHAP II {40°4)
DAN TAHAP IU {40%) DI KABUPATEN KOLAKA TIMOR
TAHUN ANGGARAN 2018

A ! L 003 357,000 160573800 321.147.600 321.147.600 BO300Y.000
IM!I - POKI: 766.715.000 153,322 000 308 686000 3OELRE. 000 766.715.000
TAWARALY 685.591.000 137.118-200 278336,400 TTAIIALD L55.501,000
woita, TisL 000 143,763,500 IWT AT I00 287.527.200 718.518.000
TASAHEA 709,264,000 141.853,800 208708000 FHITOS.600 TUR 2, 000
TA LARA 745.915.000 149,183,000 0l 34,000 FU8.266.000 T45.915.000
[TUNMBUDAING 722.554.000 144,510.200 289.021.600 289.001.000 TR0
CRAWA FIABAGRLK 145.081.800 290,163,600 490.£63.500 Y35.408.000
A LALINGIATO 765.412.000 153007 400 306,164,800 506, 154 800 7654 12.000
TIRAWUTA S 00000 137 440 000 274.496.000 TTAAS00 640, 00
ROKD ROKG T 00 154 619500 A0 TN M9 230600 TS
|Loga TR0 138,060,400 316.120.800 316.120.800 700.302.000
MATABONDU EYLE 14000 138 507 a0 TTT A0S 400 77005600 692.514.000
A EARFMOTINGUE T00.168.000 149,633,600 280,067,200 250067200 TX0.168.000
LAMOARE 450.868.000 131.973.600 60,541, 2000 263.547.200 059, M, 000
WK 748,342,000 145, 788400 99,576,500 290576800 748,943,000
PEATOA 686,797,000 137,359.400 474718800 274710860 585,797,000
LALOWURA o 717,012,000 143502400 IS4 386,004 800 717.012.000
MATAIWOL £94.175.000 138.835.000 277,670,000 177.670.000 694.175.000
ITrOsUA CFRATL R 139584 300 TTR 400 FTE 183400 GUH.AR 1000
TIHOMU BT6.450.000 135.390.000 270,760,000 270.780.000 676.550.000
PUTEMATA 48 130008 136.624.000 TFAA 00 773.248.000 £83.120.000
LALOWOSULA : 724,151,000 144 830,200 U, 2t 285,660,400 TH.151000
1 WUNGOOLOKY 762,282,000 152,455 400 04,912, 500% 304,912,800 762,382,000
ANGOALDOS! TS OO 145.117.C00 290234000 |, FH034.000 T45.585.000
POMDEYOHA : 686.667.000 137.333.400 974,606 800 174.666.800 586,567,000
TCINGANDIY 683.327.000 136.667.400 ATAAM500 273,334,600 683,337,000
IOLIA WIA - WiA £89.179.00¢ 137.535,800 275,671,600 275.671.600 a0, 4 vou0s |
FOLIA PANGE - PANG] 762.922.000 153,984,400 ST A0 | 0T.966.800 769.922.000
783.300.000 153,658 4y 205347200 U530 TR 2912000
ARDOWENGOA 7632.175.000 15340800 04.B70,000 304.876.000 763,176,000
AU TI8.500.000 143.716.000 287.432.000 BTAZLO0 7105800040
FOLA  [FOLEMANY JATA 806 238.000 10.247.300 204400 | 20444 [
| Io— JAYA 22156000 184,537 300 288274400 LB0.2T4.400 T3, 186000
WUNDURITE T00,747,000 141,340,400 202,650 200 DHTO0E. 800 706,747,000
{MAKAMBOLOLL 722,291,000 144,458,200, 288,916,400 288.916.400 732391000
INUTU MEWAD A A 000 139.962.800 79925600 ITYNIESN 99,814,000
MUA  [PouRDORULD 704.483.000 142, 596500 281792200 T aa7vaam TOABT 0
WONUAMBUTED 832.450.000 166490000 232980 000 352,980 000 B2 450 000
WORUPA T14.031.000 142,508 200 SRKA12A00 FES HTIAOY T14.231,000
(= T TAT 83000 140552550 99108500 272, 105.200 TATINI000
LOWA 7 “.m.lﬂ 142,580 300 INTITT.H00 AT 7T TiA 4 o0
| RN ATOLANY TARHIE000 145933300 L5, 600 291.845.400 729616000
1 g [LaRe dayA 745,003,000 145,000,400 THA 000800 FeR00.80 T45,007,000
Boy J EETWER $47 304 000 TS0 T4, 1P0.200 T36.833.000 |
g T (i oI N T I Y
ROIA oY ; 686,557,000 13 7341400 274.622.500 ITAATT. D) 6BA. 57,000
. 1A LALOLERA T4, 78000 144.750.600 289,519,200 I89.515.300 TITHE.O00
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FOMBUREA 724.185.000 144,837,000 2BGET 4,500 189674000 724185000
PEHANGGOOTU §75.172.000 135,034,400 TH0.06.800 270,068 £00 475.472.000
HONDOKE 552036000 132.407.200 2604 814,400 264,814,400 &82.0:36.000
OMEMANU 672165, 000 34433400 268 Btk BOD 268 864 DO 672 162,000
|30 TTBET.O000 155.734,000 311,468,000 370.468.000 778,470,000
TALODG FARDES D00 148 6 35000 297,232,000 297223000 T4ADES. DOO
LALOSINGH 732,380,000 148,676,000 T93.253.000 T93.352.000 733380 000
WESALD 697.458.500 139.459.600 I76.999.300 2789595200 G97494,000
MELOAMPLS THTABE. OO0 155571500 37143200 07,143 200 TETA58.000
WATUPUTE T22786.000 144557 200 209.154.400 209,114,400 T32.786000
PULIOSEY - T SGT.000 140933 400 31,0656 500 201556800 TOAE6T,000
ULL MOWEWE TILIIT.00 146,227,400 92,454,800 292454300 731.137.000
LAPANGLSL 693225 000 138.645.000 AT TH0000 I 20000 0335000
RAB] - BABLA T33.684.000 b, 7 34800 292 4T X500 293471000 T31.684.000
LAMBO TLH 713,808,000 142561600 J85.123.000 285 123300 712.804. 000
FEHAROGO 683,48 5.000 128 5697 000 IT33%94,000 TTAX, ety LA AL5 000
TONDOWATU ?umm; 148,618 400 197.136.800 297 136000 743,092,000
TAWANGOA TTLIL 000 155,432,200 310.844.400 0844 400 71000
UETE 784,850,000 156,970,000 313940000 33940000 TH4.850.000
| Do 599,419,000 139,883,800 T19.767.600 I, 747,600 599.419.000
LALCHITUAL TI7.511.000 145, 504, 200 191.008.400 T91.008.40¢ 727.531.000
AMOKUN] 711.134.000 142326800 184 453600 04,453 600 3104, 000
AMCLOLY 685.353.000 137,170,600 274341200 I74.341.204 645 853.000
AUKORA 682275000 136.475.000 TT2950.000 274.950.000 681.375.000
SOLEWATY 715.160.000 143.032.000 FBE6.064,000 286064000 TI5.160.000
AMEBAFA Tr3.085.000 155.197.000 310 354,000 I 394,000 TTS.5as.000
AMERORO 434, 751000 167,950,200 5. 900400 35900400 &9 751,000
LAMNDE TX0 483000 146138600 290372200 1922731200 730583000
TAWAROMBADAKA 740.420.000 148,084,000 295,168,000 T96.168.000 T40.430. D00
TALATA 699.413. 000 139.882.600 I19. 765,300 79.765.200 £99.41.3. 000
WEAMO 759,083,000 151,614,600 J03.633.200 303633200 755,083,000
TAWA-TAWARG TEA83.000 156 G36.600 THOATE. 200 290.073.200 T26. 183000
SINGGERE 735,550,000 147,110.000 104,320,000 294.20.000 35,550,000
uTUWI V47.789.000 140 5T 0} 298,115 600 299.115.600 747, T49.000
WTHREA 26,065,000 145,313,000 T4 0,000 T4 000 24,005,000
AERE ° SAL507 D00 124.501.400 159,807 500 359807 800 &40, 507.000
FEKCREA T14.397.000 143,719 400 28T AJN,200 2AT.428.800 ¥18.997 000
IWOILMENGGURA TIF. 540,000 143, 584000 J8T.076.000 287.176.000 717.940.000
TWOHMEA JAYA 1.190.516. 000 134,100,300 AT, 206,400 476.39.400 1,190,516, D00
AW TAT.651.000 157.530. 200 315.060.400 5060, 400 TAT 655000
ALADADID T04.5677.000 B0 55400 281,870,800 201,470,800 T04.677.000
[TINETE 710.567 DOO 142.533. 400 THA NG00 254,355 200 TID,55'7.000
TAORE TT6.020.000 155.204. 000 310408000 310,408, 000 T78.000.000
ULLUNDORD Q?O.M 134,087, 200 268,17 4.400 208,174,400 ST0.436.000
WATUWOHA 591,345,000 134,269,000 ATE S.000 I7.538 000 S0 I 5000
KUHA SBA.745.000 136,549,000 A8 000 I72.990.000 584, 745.000
UEES) B24.012.000 164,814, 400 39620800 329.628.800 234.072.000
WESINGGOTE T33_214.000 146,542 500 I 85500 293,285,600 733.214.000
mwmm;j S06.DE4.000 137.212.800 THA28.600 274,425,800 GG, 064000
PORABUA 686, 923000 137286600 FT4TTII00 I8 TTI00 606,933,000
WATUMENDONGA S77.285 000 E35.457.200 L4400 I70.914.400 ST7.088.000
o T34, 166000 1446 £33 200 153 666,400 290,666,400 T34.166.000
AHLLLL 700.335.000 140,067,000 200,134 000 260,134,000 F00.338.00
ALAAHA 178725000 155.745.000 311.490.000 21,490,000 TTATI5.000
LI WALANMARO T 728000 Lo 340 0400 R 5D D00 R AHILT00 TILTZR 200
TOMGALIA SRE. 451,000 130,080.900 F78.199.400 FTRI82.400 SOE. 481 000
PULIRAT T%.0d0-000 14812000 F9LED4. 00 290,404,000 RS
| LG JATA 42 1,981,000 1 208 pO0 FrE TR 2R P00 o100 L eee
LEMEBAN SUSUR 144460400 284,920,800 208,990,800 732.303.000
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684.131.000 136.876.200 373.653.400 273,652,400 634,131,000
LAMOZIA &71.576.000 13 315700 964.630400 268,630 410 571576000
|[TETEWUA T06.284,000 141,286,800 282513600 262,513,400 T06.384.000
ANAMIUDIA FOLABALOO 140,773,200 281,844, 400 281546900 TORAG6000
TALINDUKA £54.206.000 130,841 200 21,682,400 261,643,400 654.206.000
Fma 671.549,.000 134209 000 IBRESHADD 268.650.600 671540000
LALOKATERA 693,104,000 138,620,200 2T7.341.600 277.34).600 693,104,900
WANDK 679,646,000 135.803.200 AT4.7 86,400 TTLT86.400 675,456,000
Mol JAY A bG35 000 133 2rills 000 W66 55D 400 65370 400 G 331 000
MULLA JAYA 657,466,000 | 1aL493200 b~ 266 286400 SHT 465000




RAN BUP4T KOLAKA TIMUR
: &5 TAHUN 2017
: 2% DESEMBER 2017

G : TATA'CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA LESA

SETIAP DESA DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2018

DATA DABAR PENGHITUNGAN DANA DESA

{8 : (74) PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TE: {11) KAB. KOLAKA TIMUR

=

2 =i Rehih g Saseril
Al T S R R 5 2%

5 |TRAWUTA | SN BUNE 2001 |TERTIRGOAL 7 50,85 51,54
TIRAWUTA | PONI-PONIG 2003 |SANCGAT TERVINGOAL 6 18,74 4937

| [TIRAWTIA | TAWAMNALL 2004 |TERTINGGAS, * 12,34 3392
) |TIRAWUTA | WORHA 2005 |BEERKEMBANG s 16,40 44,76
TIRAWUTA | TASAHEA 2006 |TERTINGOAL 3 ans7 5458
TIRAWUTA  |LARA 4007 |BERKEMBANG 5 49,40 56,78

i [TIRAWUTA | TUMBUDADIO 2008 | BERKE MBANG a 2390 4,00
| [TIRAWUTA | ORAWA 209 |BERKE MBANG 4 1908 4955
I [TRAWUTA |LALIRCGATO 2010 | TERTINGOAL 5 5933 55,17
D [TIRAWUTA [ TRAWUTA 2011 | BERKEMBANG 4 25,35 4926
1 |TIRAWUTA |ROXO-ROKO 2013 |TERTINGOAL A,79 6376
TIRAWUTA  |LOKA B 2013 |TERTINGOAL & 41,16 60,76
Sl |[TRAWUTA | NATABEONDU 2014 |[TERTIRGAAL 705 4310
0l |TRAWUTA | K AREMOTIN GOE 2015 |SANGAT TERTINGOAL ] 10,48 63,17
LOEA LAM OARE " 2003 |TERTINGQAL 2 1,11 40,07

| |LOEA TWOHKONDOD 2004 | TERTINGOAL 5 44,19 5858
LOEA PEATOA 2006 [TERTINGGAL 3 393,00 60,00 24,48 <083
LOEA LALOWURA 2006 |TERTINGQAL 4 491,00 9500 3,812 55,10
LOEA MATAIWO 207 |[TERTINGOAL 2 402,00 36,00 0288 53,69
LOEA TEPOSUA 2008 [TERTINGGAL 4 372.00 96,00 206 52,00
LOBA TINOMU 2009 |TERTINGQAL 2 231,00 31,00 17,9 64,11
|LADONGI PUTEMATA 2005 |TERTINGOAL 3 853,00 63,00 10.99 463
LADONCY LALOWOSULA 2009 |BERKEMBANO 5 1.449.00 106,00 22,11 43,88
LADONGI  |WUNDGOLOKD 3010 |SANGAT TERTINGGAL [ 20900 212,00 127 5582
LADONGI ANOGALDOS] 205! |SANGAT TERTINOGAL 3 3.001,00 63.00 17,56 51,40
LADONG!  |POMBEYOHA 2013 | SANGAT TERTINGOAL 2 B45,00 37,00 1230 56,45
LADONGE  [TONGANDIU 2018  |SANGAT TERTINGOAL 2 974,00 27,00 13,76 64,08
FOLL POLIA | WEA-WIA 2002 |SANGAT TERTINGOAL 4 802,00 200 734 4413
POLS POLLA | PANGIPANGE 2003 |TERTINGOAL & 33300 205,00 w1y 49.26
POL} POLIA. | TOKAI 2004 |BERKEMBANO & 1.024,00 213,00 12,76 4099
ES POLIA [ ANDOWENGGA 2005 |TERTINGAAL 6 1.937,00 160,00 28,35 45,40
POL] PCLIA  [TAOSU 2006 |TERTINGOAL 8 732,00 115,00 24,21 41 83
POLT POLIA  |POLE AL JAYA 2007 |TERTINGGAL 2 291,00 34,00 1453 42,38
POLL POLIA  [POLENQA JAYA 2608 |TERTINGGAL 5 478,00 126,00 2191 49,95
POLI POLLA | WUNDUMBITE 2000 |TERTINGCAL 4 484,00 100,00 12,03 5505
PO POLIA | HARANMBOLOLL 2010 |TERTINGQAL 4 SE26,00 9,00 347 5540
POM POLIA [0V NEWAO 2011 | TERTINGOAL 5 286,00 10400 828 47.36
PO POLIA | PUUNDOKULO 2013 |TRRTINGOAL 3 417,00 61,00 40564 54,18
LAMBARDIA |WONUAMBUTED 2001 |BERKSMBANG T 1.545,00 261,00 69.01 ans?
LAMBANTIA | OKURA 2003 |BERKEM BANG 3 1.776,00 59,00 40,12 3748
LAMBANDEA | PEMANGOOOE] 2005 | TERTIRCGKAL [ 3 L1400 134,00 34T 51,32

| [LAMBANDAA. | LOWS 2007 |PERKEMBANG 4 TTLOO0 $4.00 3300 48,14
{LAMBANDIA |ATOLAN 2008 |YERTINOGAL 5 BUT,00 103,00 e 223
--|um.um LERE JAYA 2000 |TERTINGOAL s 501,00 14800 3874 €991
| [LnamaN T |BOL 2010 [TERTINOOAL I 153,00 103,00 48,43 36,40
TAM Tl B 17 L . “L D00 | w¥an _'ﬁF_""'_'q:E_
LAMBANDIA |TNOTL 2013 |TRRTNOOAL 3 687,00 B2,00 w74 48,7
LAMBANDEIA |LALOLERRE 2018 m 4 601,00 99,00 38,74 33,80
LAMBANDEA |POMBOREA 2019 [TERTINGGAL 8 734,00 13,00 1937 42,93
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WUNDIA [ PENMANGOOOTY 2021 [TERTINOGAL 2 31,00 21,00 2366 49,77
LAMBANDIA | MONDOKE 2003 |TERHNGOAL 3 382,00 35,00 84 4,41
LAMBANDIA | ONEMANU 2026 [TERTNOGAL 2 847,00 3,00 1,98 .76
LADAE | Emsin 2007 | EERKEMDANG G 143100 N ey 3357
LAOLAE  [ITALODO * | 2003 [TERTINGGAL s 60000 1100 5120 5787
LALOLAE LALOSING 2004 | TERTINGQAL -] 472,00 163,00 13,95 46 41
IALOLAEZ  |WESALO 2008 |TERMNOGAL . 840,00 81,00 14,65 50,01
MOWNWR | NRLOMEY PONS | THETINGIOAL [ 1UTHM 114,00 ae.5e 13,02
MOWEWE  |waATUPUTL 2005 |TERTINOGAL 3 976,00 5400 75,38 3744

& [MOWEWE  [PuGSU 2006 | TERTINGOAL s 267,00 18,00 &3t 46,34
 [NOWEWE  [LLU MOWKWE 2007 |TERTINGCAL 3 605,00 108,00 507D 31,68
MOWEWE | LAPANOES 2008 |DERKEN BANG ] 1,140,00 45,00 27,80 43,34
MOWEWE | SABLRABILA 300% | BANGAT TERTINGOAL ] 717,00 138,00 2900 63,32
MOWEWE | LAMBG TUA | 2010 |8ANGAT TERTINOQAL g 430,00 114,00 LT T 67,14
ULLTWOL | PEHANGGO 200) |TERTINGOAL 4 491,00 7000 722 49,5
{umens | TONDOWATU 2004 [TERTINGOAL 5 1199 00 129,00 712 60,18
ULUMWOI | TAWANGA 2005 |TERTINGOAL /) 1099,00 3,00 776 44,53
VLWL [UBTE 2007 | TRRTINOGAL T 1.396,00 23800 8,91 3893
ULUTWE:  |UNDOLO: 2008 |TERTINGOAL 4 £3000 %3,00 12,11 6,67
ULLTWO!  |LALOMSA! 2010 |TERTINOGAL s 363,00 139,00 1235 61,48
ULUWO1 | AMOKUNI 2014 |TERTINOGAL " 410,00 99,00 066 70,21
ULUTWO! | AMOLO 7018 |TERTINGOAL 3 3,00 5000 571 63,31
ULLTWOIL | AUKORS 2019 |TERTINGGAL 3 27900 $3.00 860 63,66
THNONDO | BOLEWATU 2002 |TERTINGGAL s 805,00 131,00 658 3895
TIHONDO | AMBAPA 2003 |TERTINGCAL 7 1,4i7,00 235,00 6,54 41,73
[TINONDG | AMERORO 2004 |BERKE MBANG a 1.862,00 46,00 10,84 40,50
TINONDO | LAMUNDE 2005 | TERTINGGAL 5 1.249,00 118,00 12,59 63,31
TIHONDG | TAWAROMBADAKA 2006 |TERTINOQAL 5 853 9 142,00 17,94 63,54
TINONDS | TALATA 2007 |TERTINOGAL 4 663,00 76,00 19,49 4328
TINONDO | WEAMO 2008 | SANGAT TERTINGGAL ] 498,00 156,00 4237 6600
TIHONDO | TAWA-TAWARD 2009 |BANGAT TERTINOGAL s 492,00 130,00 575 70,61

| TRONDO FNQQERE 2010 | TERTINGOAL ] 451,00 159,00 521 64,32

§ TINONTIO TLTLW & 2951 |SANOAT TERTINCQOAL -] 47800 17600 9,14 65,7
TINONDX) | TWOIMEA 2012 |SANQGAT TERTINGOAL 5 795,00 113,00 8% 7493
AERE AERE = 200t |TERTNGGAL 1 851,00 400 262 36,00
1¢ |AERS PEKOREA 2002 | TBRTINGOAL a 331,00 43,00 79,54 5294
o |ApRe IWO! MENGOURA 2003 |TERTINGOAL 4 1.004,00 7,00 24,41 9,66
Llo |AERE IWOIMEA JAYA | 2004 |TERTINGOAL ; 636,00 345,00 85,23 54,71
50 {AmRE KT 2008 | SANOAT TRRTIHOGAL b 398,00 V9,00 6054 10,55
s |AERE ALADADIO 2006 | TERTINGOAL 3 542,00 52,00 48,43 4988
AERE TINETE 2007 | TERTINGCAL 4 615,00 75,00 36,31 53,77

0 [ASRE TAORE 2008 |SANGAT TERTINGGAL 5 340,00 19,00 95,89 7363
_WWRO 2005 | TERTINGGAL 1 45100 1 2615 51,59
10 [AERE WATIWIHA 2010 |TERTINOGAL 4 446,00 75,00 08 58,74
0 |ABRE RLBIA 2011 |TERVINQOAL Ll 203,00 74,00 695 50,79
1 |BES LEEs] 2001 | TERTINGOAL - 834,00 335,00 303 7,08
1 | WRBNOQOTH ha | RANQAT TERTINGDIAL B s, 00 L | 1
EES] KORAWEN DEFTHA 2003 |SANGAT TERTINGUAL 3 202,00 55,00 315 73,45

1 |ueRst PORABUA 2004 [TERTINGOAL 4 $10,00 81,00 3s3 4.9
vEES! WATUMENDONGA 2005 | TERTRNOOAL 2 139,00 38,00 6,71 T3I9
UEESL SN 2005 |TERTINGOAL B 405,00 w6200 140 6508
UERSl AHMRALY 2007 |SANGAT TERTNOOAL 5 321,00 X5,00 6,10 4531

1 |uezs1 ALAAHA 2008 |SANGAT TERTINGGAL 5 204,00 135,00 8717 ¥
LERS! LIKUWALANAPG 2009 |SANGAT TERTINCKIAL s 253,00 134,00 5,35 75,35

if JUBEST TONQAUNA 2010 |TERTINGAAL 4 363,00 68,00 347 77.68
11 |\RESE PUURAU 201} |TERVINOGAL 4 223,00 84,00 4629 79,59
13 | LARGiA QUNURG JMA 2004 | TERTINQOAL 3 1002,00 57,00 10,87 31,64
DANGA , |LEMBAH SUBIUR 2002 |TERTINGOAL 3 TII00 55,00 9,54 3588

3 3 TI0,00 5500 1531 43,89

L 4 e Rt - |




: 2005 |SANGAT TERTINGAAL 5 155,00 105,00 4,16 68,74
ANAMBADA 2006 |SANGAT TERTINGOAL ‘ 318,00 66,00 287y 6653
TALINDUNA 2007 |TERTINGOAL 1 348,00 7.00 .40 48,08
TETEMEUTA 2008 |TRRTINGOAL a 418,00 40,00 8§65 @7
LALONCKATEBA 7009 [SANGAY TERTINOGAL 3 281,00 44,00 64 m]
WANDE 2010 |SANOAT TERTINOGAL 2 650,00 26,00 19,71 a0
MEKAR JAYA 2015 ¥ TERTDGGAL 1 216,00 14,00 21.94 340,
MULIA JAYA 2012 |BERKEMBANG 3 154,00 454 47,94
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